BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR. 31 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIRIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

‘ BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi
Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, menetapkan 7”SKB
dialihfungsikan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis”
dan Pasal 20 ayat 2 tentang Kreteria Pembentukan suatu UPTD
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada .

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 31 Tahun 2016
tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muaro Jambi;

1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; :

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), secbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

4, Undang-Undarig Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MAamas AQT1A)
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3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipu
Negarn (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 20.4
Nomor 6, Tambahap Lembaran Negare Republik Indonesis
Nomor 5494/,

6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangka:
Daerah(Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

! 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
{ Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar
Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman
OrganisasiPerangkat Dacrah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

10, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urasan
Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1520);

11, Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun
2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 10j;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor
71);

13, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi
(Lembaran Dacra Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor
31).

MEMUTUSKAN:
M cretapkan | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN
2016 TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARO uamBt.
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PASAL

3everapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 31 Tahun 2016
witang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

o

1likan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi,diubah sebagai berikut:

Retentuan dalam Pasal | diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

¢ arm Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

|, Kebupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.

). Pemenntah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Femmerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

i2r :adi kewenangan Daerah Otonom.

urati adalah Bupati Muaro Jambi,

kil Bupati adalah Wakil Bupati Muaro Jambi.

i2etariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

i-etaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupater Muaro Jambi.
[ .nisadalah Dinas Psndidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Muaro Jamo:
ie=ala Dinas adaleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daeran
katupaten Muaro Jambi.

9, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan selanjutnya disingkat
‘engan (KORWIL), adalah Keordinator Wilayah Kecamatan bidang Pendidikan
calam Kabupaten Muaro Jambi, ditunjuk untuk sebagai penghubung dalam
rangka melakukan Koordinasi dan Komunikasi dalam bidang pendidikan
ditingkat Kecamatan dengan perangkat Daerah induknya.

10. Eatuan Pendidikan Nonformal, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya
disebut SPNF-SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani
urusan pendidikan pada Kabupaten Muaro Jambi yang berbentuk Batuan
Pendidikan Nonformal Sejenis.
<atuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar vang selanjutnya disebu:
Satuan PNF-SKB adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk
memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup,pendidikan
anak  usia  dini,pendidikan  kepemudaan, pendidikan pemberdayaan
perempuan,pendidikan  keaksaraan,pendidikan  keterampilan , pelatihan
kerja,pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan peserta didik.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi

hax dan kewenangan secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan

keahliannya diluar jabatan struktural.
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2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
a, Kepala Dinas; :
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaanan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
terdiri dari:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
A Splksi Peaerta Nidik dan Pembaneunan Karakter

O
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2. Scksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, cerdiri dari:
1. Seksi Kurilulum dan Penilaian;
. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
f. Bidang Pembinaan Kebudayaan, terdiri dari:
1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
3. Seksi Kesenian.
g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD dan Non Formal;
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
3. Seksi Tenaga Ketudayaan.
h. Koordinator Wilayah :
1. Koordinator WilayahBidang Pendidikan:
1. Kecamatan Sekeman;
2. Kecamatan Jambi Luar Kota;
3. Kecamatan Marosebo;
4, Kecamatan Kumpeh;
5. Kecamatan Kumpeh Uluy;
6
7
8

(g ]
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. Kecamatan Mestong;
. Kecamatan Sungai Gelam;
. Kecamatan Sunga Bahar;
9. Kecamatan Bahar Selatan;
10. Kecamatan Bahar Utara dan;
11. Kecamatan Taman Rajo
2. SPNF-SKB
i Kelompok Jabatan Fungsional
j. Satuan Pendidikan Formal.
k. Pendidikan Nonformal

3 Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, schingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

| delam melaksanakan tugas dibantu oleh:

¥ . Sekrsataris;

. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;

. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,

. Kepala Bidang Kebudayan,;

Kepala Bidang Ketenagaan;

. Korwil;

h. SPNF-SKB;

i. Kelompok Jabatan Fungsional;

j. Satuan Pendidikan Formal dan;

k. Pendidikan Non Formal.
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v:ntuan dalam Pasal 7 diubah, schingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

1 Uraian tugas Sekretaris,sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan
anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

mengelola data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

mengkoordinasikan dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
mengkoordinasikan pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas
cendidikan dan kebudayaan;

menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi
santuan hukum di bidaag pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
oendidikan nonformal, dan kebudayaan; '
melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas
pendidikan dan kebudayaan;

mengelola kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
mengkoordinasidan menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat di
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal,
can kebudayaan;

mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan
kebudayaan; )

mengelola barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan
kebudayaan; dan

melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan
dinas pendidikan dan kebudavaan.

K=2rentuan dalam Pasal 31 diubzh, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut -

Pasal 31

Xoordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaXksucd
jalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, membantu Kepala Dinas Pendidikan dan
Xebudayaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi urusan pendidikan dan
Kabudayaan dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan peraturan perundangan

~zng berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

+. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kelompok jabatan fungsio
lainnya dibidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kecamatan;

. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan bidang-bidang pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabupaten Muarc Jambi;dan

- mengkoordinir laporan bulanan,semester dan tahunan satuan pendidikan

Paud, SD, SMP dan disampaikan pada DinasPendidikan dan Kebudavaan

Kabupaten Muaro Jambi;

memfasilitasi satuan pendidikan terkait rapat-rapat baik tingkat Kecamatarn,

Kabunaten dan lintas sektoral:

18l

fi
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:.Lj.sxl;tast.soal-sc'ral wjian semester maupun ujien akhir sekolah (UAS) de:
rendistribusikannya sesuai satuan pendidikan;
.q-.:n?:amhtasm Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Formal dan Non Formal -
ingkat Kecamatan;
.:::ngkoordimr laporan Asset dari Tingkat Satuan Pendidikan ( Paud,SD,SMP |
,= i wilayah tugasnya.

(2 ﬁcurdﬁnator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang
nc_ordmator yang berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai
peiabat fungsional, atau dari ASN lainnya, koordinator dimaksud ditunjuk oleh
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang pendidikan dan untuk mendukung pelaksanaan tugas
koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana
den prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD
pendidikan Kecamatan.

-

5. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 32

(1] Kepala SPNF-SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dan
| ayat {2) memiliki tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
' dalam penyelenggarakan pendidikan Non Formal sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

(2) Uraian tugas Kepala SPNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

2. menyusun rencana dan program kerja tahunan dalam wurusan Satuan

Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi;

b. menyiapkan rencana kegiatan dan pembinaan pamong  belajar serta
; nenyelenggaraan Pendidikan anak usia dini dan Satuan Pendidikan Non
'_- Tormal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
I Kabupaten Muaro Jambi;

¢. melaksanakan Pengabdian Masyarakat,

d. membuat percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

[

mengelola perpustakaan SPNF-SKB;

mengelola ketatausahaan dan ketatarumahtanggaan SPNF-SKB

o |

mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sektoral dalam bidang
Pendidkan Luar Sekolah dan Pemuda;

s

-. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan bidang-bidang pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabupaten Muaro Jambi dan;

; membuat laporan hasil program kerja semester, tahunan kepada Kepa.z
Dinas;

menyelenggarakan ujian nasional pendidikan dan /atau uji kompetensi
seserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-udangan dan:

. Menerbitkan ijazah dan /atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai-
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melaksanakan tugas sebaga: dimakeud pada ayat (1) SPNF-SKE
velegrarakan fungs:

>clayaan Pendidikan Non Formai,

pelaksanaan hubungan kerje sama dengan srang tua peserta didik dan
nasyarakat dan ;

>elaksanaan Administras; pada SPNF-SKB

1 IPNE. i lai }
S2N] &:}Cde_?abat oleh Pamcng Beoiajar berdasarkan dengan Peraturan
FIrundangan yang berlaku

._i:-.:.z;a Pasal‘ 32 _cs_n Pasal 32 disisipkan satu Pasal vakni Pasal 32a sehingea
Fasal 32a berbunyi ssbagai berikut :

Pasal 32a

[¥)]
i

usuan Organisasi Satuan Pendidkan Nen Formal SKB sebagaiamana diaksud
.alam Pasal 1 huruf kterdiri dari

Kepala;

Urusan Tata Usaha dean:

Kelompok Jabatan Pungsional.

a
1]

0P

=!.Urusan Tata Usaha mempunyal tugas melakukan urusan adminstrasi Kurikulum
peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan dengan
masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

-l

o)

Kelocmpok Jabatan fungsional terdiri dari atas Pamong Belajar dan Jabatan
fungsional lain.

7. Xetentuan Pasal 35 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi :
Pasal 35

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan
sselon [I.b, bertanggung jawab kepaca Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3  Sekretariat dipimpin  oleh seorang Sckretaris dengan eselon lll.a,
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Bidang dipimpin cleh Kepala Bidang dengan eselon Illb, secara teknis
operasional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dan secara administrasi melalui sekretaris.
, + Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dengan eselon
1V.a,bertanggungjawab kepada Sekretaris.
| Seksi dipimpin oleh Kepala Scksi dengan eselon [V.a, bertanggungjawab kepada
¥epala Bidang.
KORWIL Bidang Pendidiken Kecamatan dipimpin seorang Koordinator,
ssrtanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
3PNF-SKB dipimpin oleh Kepala SKB dengan jabatan fungsiopal pamong belgjar.
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendifikan dan Kehudayaan melalw
Xepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non formal.
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PASAL Il
.~ berlakunya Peraturan Bupati int maka Pasal 1,Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7,
s’ 3 " . Pasal 32 dan Pasal 35 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 dinyatakan
r 2t dan tidak berlaku lagi.

b aran Bupad ini berlakau sejek tanggal diundangkan

-~ s»uap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat
. _enesan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

s DO

Ditetapkan di Sengeti |
pada tangge.l7 - 7 2018
BUPATI MUARO JAMBI,
fl
MASNAH
Diandangkan di Senget
padZ tanggal 5 § 2018
Pit SEK S DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
/3
JUNADI

SERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN2018NOMOR ...
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